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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kesetaraan gender dalam dunia pemerintahan kini semakin mendapat perhatian seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor publik. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perempuan berpartisipasi dalam berbagai sektor publik, kesetaraan gender dalam pemerintahan menjadi semakin penting. Perempuan mulai di izinkan untuk memegang posisi penting, seperti kepala desa, di banyak tempat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sangat sedikit perempuan yang dapat menjabat sebagai kepala desa. Data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hanya 5,76% kepala desa di Indonesia berjenis kelamin perempuan, sementara 94,24% lainnya adalah laki-laki. Angka-angka ini menunjukkan bahwa hambatan sosial, budaya, dan struktural terus ada yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan di tingkat desa meskipun ada peluang yang tersedia.
Laporan Mongabay Indonesia (2023) dengan judul "Perempuan Memimpin Desa dan Menjaga Sumber Daya Alam, Sudah Saatnya?" juga mendukung fenomena ini.yang menyatakan bahwa dari 81.686 desa di Indonesia, hanya 3.186 desa, atau kurang dari 10%, dipimpin oleh perempuan. Jumlah yang rendah menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan dukungan masyarakat untuk menjadi pemimpin pemerintahan desa.
Situasi serupa juga ditemukan di salah satu kecamatan di Kabupaten Tabalong. Dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Bintang Ara, hanya terdapat satu desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan. Hasil wawancara awal dengan warga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa laki-laki lebih pantas menjadi kepala desa karena dianggap lebih rasional dan tegas dalam mengambil keputusan. Namun, terdapat pula pandangan berbeda yang menyatakan bahwa kepala desa perempuan memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin, berkomunikasi, serta membangun hubungan dengan masyarakat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perspektif yang beragam mengenai kepemimpinan perempuan, sehingga menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.
Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya kurangnya perempuan yang menjabat sebagai kepala desa, tetapi juga bagaimana masyarakat menilai perempuan sebagai pemimpin pemerintahan desa. Meskipun perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menjadi kepala desa, pandangan sosial yang berkembang masih bias gender. Sebagian masyarakat percaya bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin karena mereka dianggap lebih rasional, kuat, dan berani, sementara perempuan dianggap lebih emosional dan tidak tegas.
Pandangan ini berasal dari kekuatan budaya patriarkal yang masih ada di masyarakat pedesaan, di mana laki-laki dianggap memiliki peran yang paling penting dalam pengambilan keputusan publik. Sebaliknya, masyarakat mulai menerima kepemimpinan perempuan karena dianggap lebih komunikatif, partisipatif, dan empati sosial. Di Desa Bumi Makmur, kepala desa perempuan telah menunjukkan kinerja yang baik dengan menerapkan pendekatan sosial dan pendekatan partisipatif untuk menjalankan program pemerintahan. Program pembangunan desa berhasil karena kepemimpinan perempuan di desa ini menekankan kemampuan untuk mengelola organisasi, memotivasi warga, dan mengambil keputusan.
Pemimpin harus menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan anggota organisasi, menurut teori kepemimpinan transformasional (Bass & Riggio, 2006). Menurut kepemimpinan situasional, gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan budaya, sosial, dan karakteristik masyarakat setempat. Agar program pemerintah dapat diterima masyarakat, kepala desa perempuan harus menggabungkan gaya kepemimpinan partisipatif dan adaptif.
Secara yuridis, tidak ada aturan yang melarang perempuan menjadi kepala desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 menegaskan bahwa kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa membedakan jenis kelamin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) juga menjamin hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Prinsip tersebut diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mengarahkan seluruh lembaga pemerintahan agar memberikan kesempatan setara bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, termasuk kepemimpinan desa.
Selain itu, komitmen pemerintah dalam mendorong kesetaraan gender secara nasional juga ditegaskan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Peraturan ini mengamanatkan integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan pada berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan terpenuhinya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, meskipun kerangka kebijakan tersebut telah ditetapkan, penerapannya di tingkat pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan sosial, khususnya terkait persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.
Walgito (2010) menyebutkan, persepsi merupakan proses seseorang menafsirkan rangsangan yang diterima oleh pancaindra hingga menghasilkan makna tertentu yang memengaruhi sikap dan tindakan terhadap objek. Dalam konteks kepemimpinan, cara masyarakat memandang seorang pemimpin tidak hanya didasarkan pada kemampuan objektif, tetapi juga pada nilai-nilai sosial, budaya, dan pengalaman yang ada di lingkungan sekitar. Persepsi masyarakat terhadap pemimpin perempuan dibentuk oleh pengalaman sosial serta nilai-nilai tradisional yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat.
Selain itu, literatur menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang mengelola organisasi dan memotivasi orang lain agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien serta menunjukan menunjukkan bahwa kepala desa perempuan cenderung lebih partisipatif, komunikatif, dan mampu meningkatkan keterlibatan warga dalam pembangunan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program sosial. Dalam konteks sosial, kemampuan kepemimpinan sering dikaitkan dengan gender, sehingga muncul ketimpangan yang menempatkan perempuan dalam posisi kurang menguntungkan. Namun, era modern menunjukkan perubahan pandangan, di mana perempuan mampu menempati posisi strategis di berbagai bidang yang sebelumnya didominasi laki-laki. Hal ini semakin memperkuat alasan mengapa penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di desa sangat penting. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya relevan dalam konteks kesetaraan gender, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa. (Yulianti et al., 2018). 
Berbagai literatur menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki kontribusi penting dalam pemerintahan desa. Setyawati et al. (2022) menyatakan bahwa kepala desa perempuan mampu menerapkan strategi kepemimpinan yang efektif, mendorong partisipasi masyarakat, serta membangun komunikasi yang baik sehingga aspirasi warga dapat tersalurkan secara optimal. Kepemimpinan perempuan juga menekankan kedekatan sosial dan empati yang berkontribusi pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Fenomena kepemimpinan perempuan di tingkat desa juga diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu. Hastuti dan Ahmad (2022) menemukan bahwa kepemimpinan kepala desa perempuan dinilai efektif oleh masyarakat karena mampu membangun komunikasi yang baik, menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan warga, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa. Meskipun demikian, penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat, sehingga penting untuk mengkaji lebih lanjut persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Desa Bumi Makmur. Temuan ini semakin menegaskan relevansi penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di Desa Bumi Makmur. 
Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan literatur tersebut, terlihat bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan kesetaraan gender dengan penerimaan masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat menafsirkan dan memaknai kepemimpinan perempuan di Desa Bumi Makmur, serta bagaimana faktor sosial dan budaya membentuk persepsi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika penerimaan masyarakat terhadap pemimpin perempuan, sekaligus menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan kesetaraan gender di tingkat pemerintahan desa.
B. [bookmark: _Hlk228288428]Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah persepsi masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Bintang Ara?
2. Faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat mengenai  kepemimpinan perempuan di Desa Bumi Makmur?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai  kepemimpinan perempuan di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Bintang Ara.
2. [bookmark: _Hlk228288095]Untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan di Desa Bumi Makmur, Kecamatan Bintang Ara.
D.  Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pengetahuan teori persepsi dan teori kepemimpian. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi akademik. 
b. Manfaat Praktis 
a) Manfaat untuk Instansi
Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kepemimpinannya sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik,
b) Manfaat untuk Masyarakat
Penelitian ini menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kepemimpinan serta mendorong partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa. 
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